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ABSTRAKSI 
 

Gita, Monita Christya, 2020, NIT:  531611106035.N, “Penerapan International 

Ship and Port Facility Security Code di MV. Sinar Papua Pada Saat 

Kapal Sandar ”, Program Studi Nautika, Program Diploma IV, 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Capt.Tri 

Kismantoro, MM, M.Mar., Pembimbing II: F. Pambudi Widiatmaka, 

S.T., M.T., M.Mar.E. 

 

Transportasi laut tidak terlepas dari keselamatan anak buah kapal, muatan 

dan kapal. Dalam hal ini keselamatan terhadap ancaman kemanan anak buah kapal, 

muatan dan kapal sangatlah penting. Upaya yang harus dilakukan oleh setiap anak 

buah kapal kapal harus sesuai dengan prosedur keamanan yang telah ditetapkan di 

atas kapal. Hal ini dilakukan supaya anak buah kapal, kapal dan muatan dapat 

sampai di pelabuhan tujuan dengan aman. MV. Sinar Papua adalah salah satu kapal 

berbendera Indonesia yang menerapkan International Ship and Port Facility 

Security Code (ISPS Code). ISPS Code adalah suatu peraturan dan tata cara untuk 

meminimalkan segala tindakan yang dapat mengancam keamanan anak buah kapal, 

muatan, dan kapal itu sendiri. Oleh sebab itu setiap anak buah kapal, diwajibkan 

untuk memahami dan melaksanakan setiap prosedur keamanan yang telah dimuat 

dalam ISPS Code.  

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara pengamatan langsung pada objek yang 

diteliti (observasi), wawancara dengan beberapa responden di MV. Sinar Papua, 

studi pustaka dan dokumentasi secara langsung pada objek penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh anak buah kapal MV. Sinar Papua telah 

memahami ISPS Code secara teori, namun secara praktek masih banyak 

kekurangan. Meskipun secara teori setiap anak buah kapal dapat memahami, namun 

masih ada yang melalaikan setiap prosedur pelaksanan ISPS Code di atas kapal saat 

sandar. Dimana kedisiplinan anak buah kapal terhadap tindakan kemanan yang 

seharusnya dilakukan ketika kapal sandar sering sekali dilalaikan. Oleh sebab itu 

upaya yang harus dilakukan yaitu penambahan jumlah anak buah kapal jaga untuk 

meringankan tugas jaga, sehingga akses keluar masuk dapat terpantu. Mualim 1 

sebagai perwira kemanan juga dapat membuat tulisan peraturan yang harus 

diterapkan di atas kapal agar setiap anak buah kapal dapat membacanya agar tidak 

terlupakan. Pengetahuan dan kedisiplinan tidak akan sempurna tanpa diadakannnya 

pelatihan (drill). Sebagai perwira keamanan, mualim 1 dapat mengkoordinasikan 

waktu kapal sandar kepada perusahaan dan pelabuhan, agar mendapatkan sedikit 

waktu untuk pelaksanaan pelatihan. Sehingga penerapan ISPS Code di MV. Sinar 

Papua dapat berjalan ketika pengetahuan, kedisiplianan dan pelatihan anak buah 

kapal di kombinasikan. 

 

 

Kata kunci: ISPS Code, anak buah kapal, pelatihan
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ABSTRACT 

 

 

Gita, Monita Christya, 2020, NIT:  531611106035.N, “The implementation of 

International Ship and Port Facility Security Code on MV Sinar Papua 

when ship’s berthing”, Nautical Studies Program, Diploma IV 

Program, Semarang Merchant Marine Polythecnic, 1st Supervisor: 

Capt.Tri Kismantoro, MM, M.Mar., 2nd Supervisor: F. Pambudi 

Widiatmaka, S.T., M.T., M.Mar.E. 

 

Sea transportation can’t be seperated from the crew’s safety, cargo and 

ship. In this case the safety to the ship’s therats security, cargo and ship are 

important. The effort that should be done by the crew must base on the security 

precedure that have been applied on ship. This things should be done so that the 

crew, ship, and cargo can arrive on the destination port in safe condition. MV. Sinar 

Papua is one of ships with Indonesian flag that implement International Ship and 

Port Facility Security Code (ISPS Code). ISPS Code is a regulation and method to 

minimize the measure which could threaten the crew’s security, cargo and the ship 

itself. So that every single crew on ship must understand and implement every 

security precedure which already mentioned in ISPS Code. 

The research method that used by the researcher for this thesis is a 

descriptive qualitative method. The Asambling data technique that apply by the 

researcher is using direct observation to the observation object, interview with 

several correspondence on MV. Sinar Papua, literature review and direct 

documentation to the research object.  

Based on the research’s result, all crew MV. Sinar Papua already 

understood the ISPS code theoritically, but still lack in practice. Even the crew has 

mastered theoritically, but there is a crew who neglicted with the ISPS procedure 

on ship during berthing. Sometimes the dicipline of crew to the security measure 

was ignored. So that the effort that should be done is the addition of crew to make 

the watchkeeping duty become easier, then the enterance access could be 

monitored. Chief Officer as Ship Security Officer can make a regulatory writting 

which should be implemented on ship, so that the crew could read and remember 

with that regulatory writting. Knowledge and dicipline wouldn’t be perefect without 

doing drill. As ship security Officer, Chief Officer can coorperate when ship 

berthing to the company and port, in case of getting few time for conducting drill. 

So that the ISPS implementation on MV. Sinar Papua could work when knowledge, 

dicipline, and crew’s training were combined as well. 

 

 

Keyword: ISPS Code, crew, drill 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Transportasi memiliki peranan penting terhadap individu, masyarakat, 

sosial politik, dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Menurut Sakti 

(2011), Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut 

muatan (barang dan manusia) dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat 

asal (origin) ke tempat tujuan (destination). Transportasi laut dalam hal ini, 

merupakan salah satu sarana penghubung untuk membangun hubungan 

kerjasama antar negara, baik dari segi teknologi dan ekonomi negara itu sendiri. 

Transportasi laut memiliki hubungan erat dengan pelabuhan, dimana menurut 

Lasse (2016) pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh (anchorage), mengolah 

gerak (maneuver), dan bertambat (berthing) untuk melakukan kegiatan menaik 

dan atau menurunkan penumpang dan barang secara aman (securely) dan 

selamat (safe). Suatu negara yang memiliki sistem transportasi laut dan 

pelabuhan yang sangat baik dan berpotensi besar, dapat dikatakan negara 

tersebut memiliki perkembangan ekonomi yang baik. 

Namun, dari beberapa peristiwa yang terjadi mengenai alat transportasi 

membuat banyak orang menjadi waspada dan merasa tidak nyaman ketika 

menggunakan jasa transportasi tersebut. Seperti halnya, peristiwa 11 September 

2001, dimana terjadi serangan terhadap World Trade Center di Amerika 

Serikat. Serangan ini berawal dari pembajakan pesawat oleh suatu kelompok 

dan digunakan untuk melakukan serangan bunuh diri yang menargetkan warga 
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di Amerika Serikat. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa 

sarana transportasi telah dijadikan sebagai alat penghancur dan sangat 

meresahkan masyarakat. Tidak hanya itu dalam dunia maritim pembajakan 

kapal juga kerap kali terjadi seperti MV. Achille Lauro, kapal pesiar yang 

dibajak di Laut Tengah oleh sekelompok teroris yang mengatasnamakan Front 

Pembebasan Palestina pada 28 September 1985. Hal lain juga terjadi pada kapal 

USS Cole tahun 2000 dan MT Limburg tahun 2002 yang harus mengalami 

peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh teroris. Peristiwa pembajakan ini 

juga pernah dialami oleh PT. Samudera Indonesia dimana kapal MV. Sinar 

Kudus pada tanggal 16 Maret 2011, telah dibajak oleh pembajak asal Somalia 

di perairan sekitar Somalia.  

Peristiwa ini dapat terjadi di kapal dan pelabuhan manapun tanpa 

mengenal waktu. Oleh sebab itu peristiwa inilah yang nantinya akan 

menghambat kemajuan suatu negara, karena transportasi laut dan pelabuhan 

yang dianggap sebagai faktor penting dalam kemajuan suatu negara dapat 

dijadikan sasaran utama teroris untuk menghancurkan stabilitas negara tersebut. 

Karena transportasi maritim merupakan peran utama dalam menunjang 

perekonomian dunia, maka diperlukan peningkatan dan pengaturan keamanan 

kapal serta pengamanan pangkalan pendukungnya, yaitu fasilitas pelabuhan. 

Hal inilah yang mendorong terciptanya “International Ship and Port Facility 

Security Code”.  

Penyusunan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS 

Code) dimulai sejak tahun 2001, oleh Maritime Safety Committee (MSC) 

bekerja sama dengan Maritime Security Working Group (MSWG) dengan 
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mengadopsi resolusi yang berisi tinjauan ulang terhadap segala tindakan dan 

prosedur dalam mencegah kemungkinan aksi teroris yang mengancam 

keamanan maritim, khususnya terhadap penumpang dan crew kapal, serta 

keselamatan kapal pada umumnya. Kemudian dalam Konferensi Negara 

Anggota (Diplomatic Conference of Contracting Government on Maritime 

Security) di London pada 9-13 Desember 2002 telah disepakati bahwa ISPS 

Code dimasukkan kedalam SOLAS 1974 dan menyetujui amandemen terhadap 

Keselamatan Navigasi pada Bab V dan  Keselamatan Maritim pada Bab XI 

dalam SOLAS 1974, agar sesuai dengan adopsi ISPS Code.  

ISPS Code sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu bagian A yang berisi segala 

ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah negara anggota, kapal atau 

perusahaaan dan fasilitas pelabuhan, menyangkut aturan-aturan yang tercantum 

dalam Bab XI-2 SOLAS 1974 hasil amandemen. Sedangkan bagian B berisi 

segala petunjuk atau pedoman tentang pelaksanaan dari Bab XI-2 yang 

tercantum pada Part A. Dalam hal ini negara Indonesia juga mengikuti aturan 

dari ISPS Code karena sudah menandatangani dan meratifikasi melalui Keppres 

No 65/1980 tentang ratifikasi SOLAS 1974, kemudian keputusan menteri 

perhubungan No KM 33/2003 tentang pemberlakuan amandemen SOLAS 1974 

yaitu pengamanan kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Wilayah Indonesia.  

ISPS Code merupakan ketentuan dan prosedur untuk mencegah 

tindakan terorisme yang mengancam keamanan penumpang, crew kapal, dan 

kapal itu sendiri. Oleh sebab itu ISPS Code harus selalu diterapkan pada saat 

kapal berlayar, kapal berlabuh, maupun kapal sandar dipelabuhan dan juga 

harus diterapkan pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di setiap daerah sesuai 
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dengan tingkat keamanan yang berlaku. Tidak hanya perwira keamanan yang 

mengetahui prosedur dan ketentuan dari ISPS Code, karena untuk keamanan 

dan keselamatan kapal setiap crew kapal di atas kapal juga harus mendapatkan 

familiarisasi tentang ISPS Code untuk ikut berperan dalam menjaga keamanan 

dan keselamatan kapal. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan ISPS Code di MV. Sinar Papua ketika kapal sandar di pelabuhan 

sebagai bentuk melindungi kapal dari setiap orang yang bukan merupakan crew 

kapal  dapat dengan bebas keluar masuk kapal. Oleh sebab itu penulis memilih 

judul: 

“ PENERAPAN INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY 

CODE DI MV. SINAR PAPUA PADA SAAT KAPAL SANDAR” 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Mengapa penerapan International Ship and Port Facility Security Code 

di MV. Sinar Papua perlu ditingkatkan? 

1.2.2 Mengapa masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan 

International Ship and Port Facility Security Code di MV. Sinar Papua  

dapat terjadi? 

1.2.3 Mengapa diperlukan upaya untuk meningkatkan penerapan 

International Ship and Port Facility Security Code di MV. Sinar Papua? 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berhubungan dengan pokok masalah yang dihadapi dan dibahas sangat 

luas, maka pengkajian masalah yang dibahas hanya sebatas mengenai 
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penerapan ISPS Code di MV. Sinar Papua pada saat kapal sandar di pelabuhan, 

masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan ISPS Code, dan upaya yang 

harus dilakukan terhadap peningkatan penerapan ISPS Code di MV. Sinar 

Papua. Pembatasan masalah ini dibuat untuk mempermudah penulis dalam 

melakukan penelitian, pencarian data-data dan pengumpulan informasi yang 

sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan penulis. Dalam hal ini penulis 

menjadikan kapal MV. Sinar Papua sebagai objek penelitian.  

1.4 Tujuan Penelitian  

Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Baik 

untuk mengembangkan suatu teori yang sudah ada maupun menguji teori yang 

sudah ada. Oleh sebab itu kegiatan penelitian ini juga memiliki tujuan yang 

hendak dicapai, untuk memperoleh manfaat yang baik bagi penulis maupun 

setiap orang yang terlibat dan membaca skripsi ini. Berikut adalah tujuan yang 

hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini: 

1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan ISPS Code di MV. Sinar 

Papua sebagai upaya meningkatkan keamanan di atas kapal. 

1.4.2 Untuk mengetahui penyebab dari masalah dan cara mengatasi masalah 

yang terjadi di MV. Sinar Papua berkaitan dengan ISPS Code yang 

diterapkan di atas kapal. 

1.4.3 Untuk mengetahui pentingnya upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan penerapan ISPS Code di MV. Sinar Papua.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, penulis berharap skripsi ini 

memiliki manfaat baik bagi pembacanya maupun bagi penulis sendiri.  
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1.5.1 Manfaat Secara Teoritis  

1.5.1.1 Sebagai salah satu bentuk tulisan yang dapat dijadikan acuan 

pembelajaran mengenai penerapan ISPS Code di atas kapal. 

1.5.1.2 Untuk menambah referensi buku di perpustakaan PIP 

Semarang sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi para pembaca, baik perwira muda yang akan 

berlayar, taruna semester VIII yang akan menjadikan bahan 

untuk skripsi, maupun taruna semester IV yang dapat dijadikan 

bekal dalam masa praktek berlayar. 

1.5.1.3 Dapat digunakan sebagai acuan untuk bahan skripsi bagi 

peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih baik dan lebih 

akurat.  

1.5.1.4 Dapat digunakan sebagai alat meningkatkan kesadaran 

keamanan dan kewaspadaan baik dari perwira kapal dan crew 

kapal.  

1.5.2 Manfaat Secara Praktis  

1.5.2.1 Supaya sistem keamanan diatas kapal dapat berjalan secara 

kondusif, serta memberikan rasa aman dalam melakukan 

setiap pekerjaan maupun dinas jaga. 

1.5.2.2 Untuk memberikan pengertian dan kesadaran terhadap setiap 

crew kapal tentang pentingnya penerapan ISPS Code di atas 

kapal baik ketika bekerja maupun ketika berdinas jaga. 
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1.5.2.3 Untuk memberikan masukan kepada taruna semester VIII 

yang sebentar lagi menjadi perwira di atas kapal agar tetap 

menerapkan ISPS Code saat bekerja di  atas kapal, demi 

meningkatkan keamanan di atas kapal.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan sebuah skripsi memiliki suatu tujuan yang harus 

dicapai, untuk mencapai tujuan yang diharapkan serta memudahkan dalam 

pemahaman. Penulis menyajikan skripsi ini dalam 3 bagian penting. Dimana 

bagian bagian ini memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga terbentuk 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

1.6.1 Bagian Awal  

Bagian awal dari skripsi ini mencakup tentang halaman sampul 

depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, prakata atau kata 

pengantar, daftar isi, abstraksi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran.  

1.6.2 Bagian Utama  

Dalam bagian utama ini penulis menyajikan ke dalam 5 bab, 

dimana masing-masing bab terurai namun memiliki keterkaitan antara 

bab yang satu dengan yang lain. Sehingga keinginan penulis untuk 

menyampaikan isi dari skripsi ini dapat dipahami melalui bagian utama 

ini. Maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut.  

BAB I : Pendahuluan  

Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
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dan sistematika penulisan. Dimana dalam latar belakang 

diberikan penjelasan tentang alasan pemilihan judul skripsi 

dan pentingnya judul skripsi yang penulis ambil. Serta 

menguraikan pokok-pokok pikiran beserta data pendukung 

mengenai pentingnya judul yang dipilih oleh penulis. Dalam 

perumusan masalah dapat diuraikan berbagai pokok-pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, berupa 

beberapa pertanyaan dan pernyataan. Tujuan penelitian 

berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan 

melakukan penelitian ini. Dalam manfaat penelitian 

diberikan penjelasan mengenai manfaat dari penulisan 

skripsi baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara 

praktis. Dalam sistematika penulisan berisi tentang susunan 

bagian skripsi yang diuraikan tetapi tetap dalam satu 

kesatuan dan dapat dengan mudah dimengerti serta dipahami 

oleh pembaca. Dalam bagian ini penyusunan skripsi disusun 

secara runtut dan saling terkait satu sama lain. 

BAB II : Landasan Teori  

Landasan teori terdiri dari tinjauan pustaka, 

hipotesis, dan kerangka pikir. Dimana tinjauan pustaka berisi 

tentang teori-teori atau pemikiran yang melandasi judul 

penelitian, serta teori yang disajikan harus relevan dan dapat 

dijadikan sebagai landasan penyusunan kerangka pikir. 

Dalam kerangka pikir penelitian diberikan penjelasan 
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mengenai pemaparan kerangka berpikir atau tahap 

pemikiran secara kronologis dalam menyelesaikan 

permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan 

konsep-konsep yang ada.  

BAB III : Metode Penelitian  

Dalam metode penelitian dipaparkan mengenai 

waktu dan tempat penelitian, jenis data, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam metode 

penelitian penulis menegaskan cara utama yang digunakan 

untuk mencapai tujuan dan menjawab segala masalah yang 

ditemukan. Waktu dan tempat yang terdapat dalam 

penelitian ini merupakan waktu dan tempat dilaksanakan 

penelitian. Jenis data merupakan data yang digunakan 

beserta sumber yang akurat dan relevan. Dalam metode 

pengumpulan data dipaparkan tentang cara yang digunakan 

penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk 

teknik analisis data diberikan pemaparan tentang cara dan 

alat yang digunakan untuk menganalisis data serta pemilihan 

alat dan cara yang konsisten dengan tujuan dari penelitian.  

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Dalam hasil penelitian dan pembahasan disajikan 

gambaran umum dari objek penelitian, analisis hasil 

penelitian, serta pembahasan masalah. Gambaran umum 

objek penelitian menjelaskan tentang gambaran secara 

umum dari objek yang diteliti. Dalam analisis hasil 
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penelitian berisi tentang hasil dari penelitian yang diperoleh 

penulis. Dalam analisis hasil penelitian ini merupakan pokok 

dari isi skripsi karena didalamnya terkandung hasil dari apa 

yang sudah diteliti. Dalam pembahasan akan dipaparkan 

mengenai jawaban dari setiap masalah yang nanti akan 

mengarah kepada kesimpulan yang akan diambil. 

BAB V : Penutup  

Dalam penutup akan dipaparkan mengenai simpulan 

dan saran. Dimana simpulan berisi tentang hasil pemikiran 

deduktif dari hasil penelitian tersebut, dengan pemaparan 

secara kronologis, singkat, dan jelas. Sedangkan saran berisi 

tentang sumbangan pemikiran dari penulis sebagai alternatif 

terhadap upaya pemecahan masalah.  

1.6.3 Bagian Akhir  

Dalam bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran. Dimana 

lampiran digunakan untuk menempatkan data atau keterangan lain yang 

berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian 

utama skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penerapan 

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau 

hasil (Badudu dan Zain, 2010). Sehingga dalam melaksanakan 

penerapan diperlukan strategi yang sesuai, dan harus dilakukan oleh 

setiap pemimpin, yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dihadapi. Dalam hal ini diperlukan suatu konsep yang lebih terarah 

dengan suatu metode yang memiliki fokus pada upaya pemecahan 

masalah yang sedang dialami, sehingga terwujud hasil yang diinginkan. 

Dari pengertian di atas, maka penerapan dalam skripsi ini merupakan 

pelaksanaan suatu strategi yang secara tepat dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang objektif dan sesuai dengan prosedur yang ada.  

2.1.2 International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)  

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) 

merupakan suatu aturan yang telah diterima dan disahkan dalam forum 

International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee 

(MSC) dan kelompok kerjanya Maritime Security Working Group pada 

tanggal 12 Desember 2002. ISPS Code telah diadopsi ke dalam SOLAS 

1974 pada Bab XI-2, yaitu tindakan khusus untuk meningkatkan 
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keamanan maritim. Keadaan tersebut segera diberlakukan dengan dasar 

peristiwa terorisme di New York pada 11 September 2001, sehingga 

pada November 2001 IMO segera menyetujui pengembangan tindakan-

tindakan yang berhubungan dengan peningkatan keamanan di atas kapal 

dan pelabuhan. 

Ekonomi perdagangan Negara kita sangat tergantung pada angkutan 

kapal lewat laut, utamanya perdagangan keluar negeri, oleh karenanya 

keamanan dan keselamatan kapal serta pelabuhan dimana kapal tersebut 

berlabuh, mutlak diperlukan. Ancaman terhadap keamanan kapal sudah 

sering terjadi yang sudah barang tentu membawa kerugian besar bagi 

kapal maupun perusahaan. Harus diakui bahwa penerapan ketentuan-

ketentuan dalam ISPS Code di Indonesia belum sepenuhnya 

dilaksanakan , karena itu masih membutuhkan upaya keras dan sungguh 

sungguh dari semua pihak terkait khususnya dalam upaya mewujudkan 

“Poros Maritim” di Indonesia ( Khafendi, 2016) 

Sebagai negara anggota IMO, Indonesia telah meratifikasi SOLAS 

1974 melalui Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980. Hal ini 

merupakan suatu usaha untuk meningkatkan keamanan kapal dan 

pelabuhan. Untuk tercapainya hal tersebut diperlukan suatu rancangan 

keamanan yang efektif berdasarkan penilaian secara menyeluruh 

terhadap setiap kegiatan maupun kondisi yang berkaitan dengan 

keamanan kapal dan pelabuhan.  
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Rancangan yang telah disusun untuk meningkatkan suatu keamanan 

kapal dan pelabuhan harus mendapatkan persetujuan dari pihak 

administrasi atau atas nama administrasi. Hanya organisasi keamanan 

yang diakuilah yang diperbolehkan untuk membuat suatu rancangan 

keamanan kapal untuk suatu kapal secara khusus. Administrasi 

diperbolehkan mempercayakan tinjauan ulang dan persetujuan rencana 

keamanan kapal yang telah disusun atau mengenai rencana keamanan 

kapal yang telah disetujui sebelumnya namun telah diamandemen, 

kepada organisasi keamanan yang telah diakui. Dimana organisasi 

tersebut tidak boleh terkait dengan organisasi lain yang memiliki fungsi 

yang hampir sama yaitu menyiapkan atau memberikan batuan untuk 

mempersiapkan rancangan keamanan kapal tersebut. 

Penerapan ISPS Code di atas kapal memerlukan adanya suatu 

organisasi, dimana organisasi tersebut bertujuan untuk menyusun atau 

membentuk suatu kelompok yang dapat merumuskan dan 

mempersiapkan rancangan keamanan di atas kapal. Organisasi ini 

dibentuk di atas kapal dengan beranggotakan awak kapal  yang 

tanggung jawab terhadap tugasnya dalam menerapkan ISPS Code di atas 

kapal. Crew kapal yang terlibat dalam upaya penerapan ISPS Code ini 

harus mengetahui dan memahami setiap tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditetapkan.  

2.1.2.1 Tujuan ISPS Code  

ISPS Code merupakan amandemen konvensi SOLAS 

1974, yang dimasukkan dalam Bab XI-2 mengenai tindakan 
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khusus untuk meningkatkan keamanan maritim. ISPS Code 

juga merupakan suatu standar untuk pengambilan tindakan 

dalam pencegahan terhadap keadaan yang mengancam 

keamanan kapal, perusahaan, dan fasilitas pelabuhan.  

Tujuan utama dari ISPS Code ini adalah untuk menetapkan 

suatu kerangka internasional yang melibatkan kerjasama antar 

negara anggota, instansi pemerintah, administrasi lokal, 

pelayaran dan industri pelabuhan untuk mendeteksi dan 

menilai ancaman kemanan dan mengambil tindakan 

pencegahan terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi 

kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam 

perdagangan internasional; untuk menetapkan peran dan 

tanggung jawab masing-masing dari semua pihak terkait di 

tingkat nasional dan internasional, untuk menjamin keamanan 

maritim; untuk memastikan efisiensi dan penyusunan dan 

pertukaran informasi yang terkait dengan keamanan; untuk 

menyediakan suatu metodologi untuk penilaian keamanan 

agar dapat membuat rencana dan prosedur untuk bertindak 

sesuai perubahan tingkat keamanan; dan untuk menjamin 

kepercayaan yang cukup dan tindakan keamanan maritim yang 

proporsional.  

2.1.2.2 Sasaran ISPS Code 

Sasaran untuk tercapainya tujuan dari ISPS Code adalah 

untuk menetapkan suatu kerangka internasional yang 
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melibatkan kerjasama antara negara anggota, instansi 

pemerintah, administrasi lokal, pelayaran dan industri 

pelabuhan untuk mendeteksi dan menilai ancaman keamanan 

dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden 

keamanan yang mempengaruhi kapal dan fasilitas pelabuhan 

yang digunakan dalam perdagangan internasional; untuk 

menetapkan peran dan tanggungjawab masing-masing dari 

semua pihak terkait, di tingkat nasional dan internasional, 

untuk menjamin keamanan maritime; untuk memastikan 

efisiensi dan secara dini penyusunan dan pertukaran informasi 

yang terkait dengan keamanan; untuk menyediakan suatu 

metodologi untuk penilaian keamanan agar supaya dapat 

membuat rencana dan prosedur untuk bereaksi sesuai 

perubahan tingkat keamanan; untuk menjamin kepercayaan 

yang cukup dan tindakan keamanan maritim yang 

proporsional. 

2.1.2.3 Persyaratan Fungsional ISPS Code  

Agar tujuan dari ISPS Code dapat dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka disusunlah 

beberapa persyaratan fungsional, antara lain mengumpulkan 

dan menilai informasi dengan memperhatikan ancaman 

keamanan dan pertukaran informasi dengan negara anggota; 

menuntut pemeliharaan protokol komunikasi untuk fasilitas 
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pelabuhan dan kapal; mencegah akses tidak sah ke kapal, 

fasilitas pelabuhan, dan area terlarang; mencegah masuknya 

senjata tidak sah, alat pengacau atau bahan peledak ke fasilitas 

pelabuhan atau kapal; menyediakan alat untuk alarm sebagai 

reaksi insiden keamanan atau ancaman keamanan; menuntut 

rencana keamanan fasilitas pelabuhan dan kapal berdasarkan 

pada penilaian keamanan; menuntut pelatihan, praktek, dan 

latihan untuk memastikan pemahaman rencana keamanan dan 

prosedur.  

2.1.3 Pelaksanaan ISPS Code di Kapal  

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) 

merupakan suatu kode internasional yang mengatur mengenai 

keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. ISPS Code berisi tentang setiap 

peraturan dan ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan dalam SOLAS 

1974 Bab XI-2. 

Dalam proses penerapan ISPS Code harus di bentuk petugas baik di 

atas kapal, perusahaan, maupun pelabuhan supaya pelaksanaan ISPS 

Code dapat berjalan dengan maksimal. Petugas diharapkan dapat 

berkomunikasi dengan baik, antara satu dengan yang lain agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan 

prosedur.  

Komunikasi berarti suatu proses penyampaian keterangan atau 

pengertian dari seseorang kepada orang lain, sehingga akan terjadi suatu 
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hubungan timbal balik antara keduanya yang memiliki tujuan yang 

sama. Dengan adanya komunikasi ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang sedang dibutuhkan pada saat itu, dan pertimbangan yang 

diambil atas suatu tindakan dalam mengatasi kejadian atau ancaman 

keamanan. Petugas–petugas yang dibentuk terdiri dari :  

2.1.3.1 Company Security Officer/Perwira Keamanan Perusahaan  

Perusahaan harus mengangkat seorang perwira keamanan 

perusahaan yang dapat bertindak sebagai perwira keamanan 

perusahaan untuk satu atau lebih kapal. Hal ini tergantung pada 

jumlah atau jenis kapal yang dioperasikan perusahaan, 

dinyatakan dengan jelas untuk kapal mana orang ini dapat 

bertanggung jawab.  

2.1.3.2 Ship Security Officer/Perwira Keamanan Kapal 

Seorang perwira keamanan kapal harus ditunjuk pada 

setiap kapal oleh perusahaan. Sebagai seseorang yang 

bertanggung jawab kepada Nahkoda atas keamanan di atas 

kapal. Seorang perwira keamanan kapal akan melakukan 

inspeksi keamanan kapal secara teratur untuk memastikan 

bahwa tindakan keamanan yang tepat dipertahankan; 

memelihara dan mengawasi implementasi rencana keamanan 

kapal, mencakup amandemen manapun terhadap rencana; 

mengkoordinir aspek keamanan penanganan  muatan dan 

perbekalan kapal dengan personil kapal lainnya dan dengan 

perwira keamanan fasilitas pelabuhan yang relevan; 
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mengusulkan modifikasi rencana keamanan kapal; 

melaporkan kepada perwira keamanan perusahaan setiap 

defisiensi dan ketidaksesuaian (non-conforms) yang 

diketemukan pada waktu internal audit, tinjauan ulang 

berkala, inspeksi keamanan verifikasi pemenuhan dan 

menerapkan semua tindakan korektif; meningkatkan 

kesadaran keamanan dan kewaspadaan di atas kapal; 

memastikan bahwa pelatihan yang tepat telah diberikan 

kepada personil kapal, sebagaimana mestinya; melaporkan 

seluruh insiden keamanan; mengkoordinasikan implementasi 

rencana keamanan kapal dengan perwira keamanan 

perusahaan dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan yang 

relevan; memastikan bahwa peralatan keamanan dioperasikan 

dengan baik, diuji, dikalibrasi, dan dirawat. 

2.1.3.3 Port Facility Security Officer/Perwira Keamanan Fasilitas 

Pelabuhan 

Perwira keamanan fasilitas pelabuhan harus ditunjuk untuk 

setiap fasilitas pelabuhan yang memiliki tanggung jawab untuk 

pengembangan, implementasi, revisi, maupun pemeliharaan 

rancangan keamanan fasilitas pelabuhan. Selain itu perwira 

keamanan fasilitas pelabuhan harus dapat berkomunikasi atau 

berkoordinasi dengan perwira keamanan kapal dan perwira 

keamanan perusahaan.  
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2.1.4 Keamanan  

Menurut Tarwoto dan Wartonah (2010), keamanan adalah keadaan 

aman dan tentram. Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau 

cidera, tetapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam 

aktivitasnya, mengurangi stress dan meningkatkan kesehatan umum, 

sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita merasa bebas dan 

tidak dalam keadaan bahaya kita sudah masuk dalam kategori aman. 

Dengan demikian keamanan merupakan suatu kondisi dan situasi 

yang mencerminkan suatu perasaan yang bebas dari ancaman atau 

gangguan baik secara fisik maupun secara psikis, yang nantinya akan 

menimbulkan suatu perasaan yang bebas dari rasa kuatir, dan takut 

karena telah mendapatkan suatu perlindungan dari ancaman bahaya 

keamanan. Sehingga tercipta rasa damai dan tentram bagi setiap 

individu, kelompok, lembaga maupun perusahaan. 

Keamanan dalam ISPS Code berhubungan dengan Ship Security 

Plan, dimana dalam pelaksanaan keamanan di atas kapal setiap tindakan 

crew kapal telah di atur di dalam Ship Security Plan. Ship Security Plan 

akan mudah di pahami apabila SSO dapat mengadakan drill di atas 

kapal, sesuai dengan prosedur yang ada.   

2.1.4.1 Ship Security Plan (Rancangan Keamanan Kapal) 

Personil di atas kapal harus memahami tanggung jawab 

mereka dalam peningkatan keamanan kapal, sebagaimana 

diuraikan dalam Ship Security Plan (Rancangan Keamanan 
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Kapal). Setiap kapal harus memiliki suatu rancangan keamanan 

kapal yang disetujui oleh administrasi. Rancangan keamanan 

tersebut dibuat oleh suatu organisasi yang diakui, untuk suatu 

kapal secara khusus.  

Rancangan tersebut harus menjelaskan tindakan untuk 

mencegah senjata, alat–alat dan unsur campuran berbahaya 

dengan niat akan digunakan untuk melawan orang, pelabuhan 

atau kapal, dan pengangkut yang tidak berhak naik ke kapal; 

identifikasi daerah–daerah terlarang dan tindakan untuk 

pencegahan akses kedalamnya; tindakan pencegahan terhadap 

akses terlarang ke kapal; prosedur untuk menanggapi ancaman 

keamanan atau pelanggaran atas keamanan, mencakup 

ketentuan untuk pelaksanaan operasi yang kritis menyangkut 

kapal atau hubungan (interface) kapal/pelabuhan; prosedur 

untuk menjawab instruksi keamanan dari negara anggota dapat 

memberi keamanan tingkat 3; prosedur untuk pengungsian 

dalam hal ancaman keamanan atau pelanggaran atas keamanan; 

tugas–tugas personil kapal yang bertanggung jawab keamanan 

dan personil kapal aspek keamanan lainnya; prosedur untuk 

audit aktivitas keamanan; prosedur untuk pelatihan, praktek dan 

latihan berhubungan dengan rencana; prosedur untuk interfacing 

dengan aktivitas keamanan fasilitas pelabuhan; prosedur untuk 

tinjauan ulang berkala rencana dan untuk penyesuaian; prosedur 

untuk pelaporan insiden keamanan; identifikasi perwira 
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keamanan kapal; identifikasi perwira keamanan perusahaan, 

termasuk yang dapat dihubungi selama 24 jam; prosedur untuk 

memastikan pemeriksaan, pengujian, kalibrasi, dan 

pemeliharaan segala peralatan keamanan yang ada di atas kapal; 

frekuensi untuk menguji atau kalibrasi tentang segala peralatan 

keamanan di atas kapal; identifikasi penempatan titik 

pengaktifan sistem siaga keamanan (Ship Security Alert System); 

prosedur, bimbingan dan instruksi penggunaan sistem siaga 

keamanan kapal, mencakup pengujian, pengaktifan tindakan 

menonaktifkan dan memasang kembali dan untuk membatasi 

yang palsu. 

Untuk memastikan implementasi secara efektif mengenai 

SSP, latihan harus dilaksanakan pada tingkat interval sesuai 

dengan jenis kapal, pergantian personil kapal, fasilitas 

pelabuhan yang harus dikunjungi dan keadaan lain yang terkait. 

Agar SSP dapat diterapkan diatas kapal dengan tepat sesuai 

dengan tingkat keamanan, maka suatu kapal harus melaksanakan 

Penilaian Keamanan Kapal (Ship Security Assesment / SSA). 

Rancangan keamanan kapal harus menetapkan tindakan 

peraturan keamanan untuk mengawasi akses ke kapal 

2.1.4.1.1 Pada keadaan siaga 1, semua orang yang berusaha 

naik kapal dapat diperiksa melalui penggeledahan. 

Frekuensi kegiatan penggeledahan ini, termasuk 

penggeledahan acak, harus ditentukan secara spesifik 
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dalam rancangan keamanan kapal dan secara spesifik 

mendapat persetujuan dari pihak administrasi. 

Penggeledahan tersebut terbaik dilakukan oleh 

fasilitas pelabuhan bekerjasama dengan pihak kapal. 

Kecuali terdapat alasan yang kuat awak kapal harus 

tidak dapat diwajibkan untuk menggeledah teman–

temannya sendiri serta barang–barang pribadi 

bawaannya. Kegiatan penggeledahan wajib 

dilakukan dengan cara–cara yang tidak melanggar 

hak asasi manusia perorangan dan menjaga martabat 

mereka. tindakan keamanan tersebut meliputi: 

1. Pengecekan identitas dari semua orang yang 

berusaha untuk naik ke atas kapal dan 

mengkonfirmasikan tujuan mereka dengan cara 

pengecekan, misalnya menggabungkan instruksi, 

karcis penumpang, pas naik kapal, dan lain–lain, 

2. Kapal berkoordinasi dengan fasilitas pelabuhan 

menetapkan dan menjaga daerah aman dan demi 

keamanannya maka di wilayah tersebut dapat 

dilaksanakan kegiatan pengawasan dan 

pencarian orang, bagasi (termasuk benda–benda 

yang dibawa), barang–barang pribadi, kendaraan 

dan isinya. 



23 

 

 
 

3. Kapal berkoordinasi dengan fasilitas pelabuhan 

kapal harus memastikan dilaksanakannya 

pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan 

dimuat ke kapal pengangkut mobil, ro-ro, dan 

kapal penumpang yang lain harus diperiksa 

sebelum dimuat sesuai dengan frekuensi 

pemeriksaan yang dipersyaratkan dalam 

rancangan keamanan kapal. 

4. Memisahkan antara orang–orang yang telah 

diperiksa dan barang–barang pribadi bawaannya 

dengan orang–orang yang tidak diperiksa dan 

barang–barang pribadi bawaannya. 

5. Memisahkan penumpang yang naik dan 

penumpang yang turun. 

6. Pengidentifikasian titik–titik akses yang harus 

diamankan atau di jaga untuk mencegah 

penggunaan akses tanpa otorisasi. 

7. Keamanan akses ketempat yang tidak dijaga yang 

dekat dengan tempat–tempat yang boleh diakses 

oleh penumpang dan pengunjung. 

8. Mengadakan pengarahan keamanan singkat 

kepada seluruh awak kapal tentang kemungkinan 

adanya ancaman keamanan, prosedur 

melaporkan orang, benda, kegiatan yang 

mencurigakan serta perlunya kewaspadaan. 
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2.1.4.1.2 Pada keadaan siaga 2, Rancangan Keamanan kapal 

harus menetapkan tindakan peraturan keamanan 

yang dilaksanakan untuk mengadakan perlindungan 

terhadap resiko keamanan yang meningkat terhadap 

insiden keamanan guna meningkatkan kewaspadaan 

dan memperketat pengawasan, yang dapat meliputi: 

1. Menugaskan personil tambahan untuk meronda 

area geladak selama jam tenang diam untuk 

menghalangi akses tanpa otorisasi, 

2. Pembatasan banyaknya akses ke kapal 

mengidentifikasi akses yang harus ditutup dan 

peralatan yang memadai untuk pengamanannya, 

3. Dettering sisi air akses kepada kapal, termasuk 

sebagian contoh didalam koordinasi dengan 

fasilitas pelabuhan, ketetapan patrol perahu, 

4. Pendirian/penetapan merupakan suatu area 

terbatas pada shore-side kapal, di dalam 

kerjasama dekat dengan fasilitas pelabuhan, 

5. Meningkatkan frekuensi dan rincian detail–detail 

penggeledahan orang, barang pribadi, dan 

kendaraan yang naik atau dimuat ke kapal, 

6. Melakukan pengawalan terhadap pengunjung 

kapal, 
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7. Mengadakan penambahan pengarahan singkat 

keamanan yang spesifik bagi semua awak kapal 

tentang ancaman–ancaman yang sudah 

teridentifikasi, menekankan kembali prosedur 

untuk pelaporan orang, benda atau kegiatan yang 

mencurigakan dan menekankan perlunya 

peningkatan kewaspadaan, 

8. Mengadakan penggeledahan penuh atau sebagian 

diatas kapal. 

2.1.4.1.3 Pada keadaan siaga 3, kapal harus memenuhi 

instruksi yang dikeluarkan oleh pihak–pihak yang 

sedang menangani insiden keamanan atau ancaman 

insiden keamanan. Rancangan keamanan kapal harus 

menjelaskan secara rinci tindakan peraturan 

keamanan yang dapat dilakukan oleh kapal, 

bekerjasama secara intensif dengan pihak–pihak 

terkait dan dengan fasilitas pelabuhan, yang dapat 

meliputi: 

1. Membatasi akses, menjadi hanya satu akses yang 

terkontrol, 

2. Hanya memberikan akses kepada pihak–pihak 

yang sedang menangani insiden keamanan dan 

ancaman insiden keamanan, 

3. Mengarahkan orang–orang di kapal, 
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4. Penundaan kegiatan menaikturunkan 

penumpang, 

5. Penundaan operasi bongkar muat barang, dan 

pengiriman barang, dan lain–lain, 

6. Pengungsian kapal, 

7. Pemindahan kapal, dan  

8. Mempersiapkan penggeledahan penuh atau 

sebagian terhadap kapal. 

2.1.4.2 Dalam penerapan ISPS Code di atas kapal SSP tidak dapat 

berjalan dengan baik tanpa adanya pelatihan (training), 

praktek(drill), dan latihan kemanan kapal (exercises on ship 

security). Menurut ISPS Code 2003:67, pelatihan, praktek dan 

latihan tentang keamanan kapal adalah untuk memastikan bahwa 

setiap crew kapal cakap dalam setiap tugas keamanan pada 

setiap tingkat kemanan. Dimana setiap petugas keamanan kapal 

harus memiliki pengetahuan dan sudah menerima pelatihan 

tentang penerapan ISPS Code di atas kapal. 

2.1.5 Kapal  

Kapal merupakan suatu alat transportasi yang digunakan untuk 

mengangkut penumpang, barang, dan lain sebagainya yang akan 

diangkut melalui laut atau sungai, seperti halnya sampan atau perahu 

yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu 

kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah inggris, ship memiliki 

perbedaan ukuran dengan boat, dimana ship memiliki ukuran yang lebih 

besar dan boat memiliki ukuran yang lebih kecil. Sedangkan secara 
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kegiatan, kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat 

membawa kapal. Seperti adanya boat atau sekoci di atas kapal. Hal ini 

telah ditetapkan berdasarkan undang–undang, peraturan, dan kebiasaan 

setempat. Menurut KUHD Pasal 309 : “Kapal adalah segala alat–alat 

berlayar, bagaimanapun disebutnya dan sifatnya. Kecuali apabila 

ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal dianggap memuat 

perlengkapan–perlengkapan kapal. Yang diartikan dengan 

perlengkapan–perlengkapan kapal adalah semua benda–benda yang 

diperuntukkan tetap dipergunakan dengan kapal.”  

Selama ini kapal biasa digunakan oleh manusia untuk mengarungi 

lautan maupun sungai yang kita kenal dengan perahu. Pada masa lampau 

manusia biasanya menggunakan rakit, kanou, maupun perahu. Namun 

seiring berkembangnya jaman, yang membuat kebutuhan manusia 

meningkat. Maka meningkat pula jumlah muatan yang harus diangkut, 

oleh sebab itu seiring berkembangnya jaman maka rakit rakit yang 

tadinya digunakan untuk mengangkut muatan bertambah pula ukuran 

ruang muatnya yang biasa kita sebut dengan kapal.  

Selama berabad–abad kapal telah digunakan untuk mengangkut 

penumpang dan barang. Sampai pada awal abad ke-20 ditemukan 

pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang 

dengan waktu yang lebih efisien. Hal ini membuat transportasi laut 

memiliki saingan, namun tidak dipungkiri bahwa transportasi laut 

memiliki kualitas daya tampung yang lebih besar sehingga tetap menjadi 

tujuan utama pengiriman muatan berat melalui laut. Yang akhirnya 

banyak perusahaan memilih untuk mendominasi usaha pelayaran nya 
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pada kapal niaga, kapal tanker, dan kapal penumpang atau kapal pesiar. 

Dengan konstruksi yang besar dan kuat, sebuah kapal memiliki bagian–

bagian utama yang sangat mempengaruhi keamanan kapal saat berlayar, 

seperti Smokestack atau cerobong, Buritan, Propeller dan Kemudi, 

Portside (lambung kiri), Starboard side (lambung kanan), Jangkar, 

Bulbous bow, Haluan, Geladak, Anjungan, Palka (ruang muat). 

Pada awal mula dunia pelayaran, seorang pelaut hanya berlayar 

dengan menyusuri daratan karena dengan itu mereka dapat menentukan 

arah mereka berlayar. Namun seiring dengan berkembangnya jaman 

banyak ilmuwan yang menemukan berbagai jenis alat navigasi. Yang 

paling sederhana adalah kompas, astrolabe, serta peta dengan benda 

baringan matahari dan bintang sebagai penentu arah. Tidak hanya itu 

penemuan telegraf (S.F.B Morse), radio (C.Marconi), radar, dan sonar, 

pada abad-20 membuat peranan navigator mulai tergeser. Pada akhir 

abad-20 dunia pelayaran kembali dimudahkan dalam menentukan arah 

pelayaran dengan ditemukannya GPS dengan ketelitian yang sangat 

tinggi karena berhubungan secara langsung dengan satelit. Penemuan 

modern lainnya yang dapat menunjang system navigasi yaitu dengan 

adanya penemuan radar type harpa yang dapat membantu para navigator 

dalam bernavigasi karena dpat melihat secara langsung keadaan laut. 

Radar harpa merupakan radar modern yang dapat mendeteksi jarak 

antara kapal dengan kapal, kapal dengan daratan, kapal dengan daerah 

berbahaya, secara langsung. Selain itu radar ini juga dapat mendeteksi 
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kecepatan kapal, kecepatan angina, dan memiliki daya akurasi gambar 

yang jelas.  

Tidak hanya itu saat ini kapal modern sudah dilengkapi dengan 

Global Maritime Distress Safety System (GMDSS). GMDSS merupakan 

suatu system keselamatan pelayaran yang bekerja secara global. Jika 

suatu kapal berada dalam kondisi bahaya, system ini akan memancarkan 

suatu berita bahaya yang berisi posisi kapal, nama kapal, jenis keadaan 

bahaya, hal tersebut dipancarkan secara otomatis, cepat, tepat, dan 

akurat. Selain GMDSS terdapat system komunikasi lainnya yaitu 

International Maritime Satellite (INMARSAT) yang merupakan suatu 

system pengiriman berita menggunakan E-Mail, telephone, telex, 

maupun faximile.  

2.2 Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, bahwa 

penerapan merupakan suatu strategi yang dilakukan dalam upaya 

menumbuhkan rasa kedisiplinan mengenai suatu ancaman keamanan. Dimana 

penerapan ini memberlakukan suatu strategi yang di susun untuk menciptakan 

perasaan aman terhadap awak dan kapal itu sendiri. Dalam hal ini penerapan 

ISPS Code diatas kapal sangat mempengaruhi kondisi kapal ketika berlayar. 

Karena dalam suatu pelayaran tidak dapat dipungkiri bahwa segala bentuk 

ancaman keamanan terhadap awak kapal dan kapal itu pasti mengintai. Namun 

dengan diberlakukannya ISPS Code diharapkan setiap perwira dan awak kapal 

mampu untuk menerapkan segala upaya mencegah insiden ancaman keamanan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ISPS Code. Supaya ISPS 
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Code dapat berjalan diatas kapal maka seorang perwira yang telah mendapatkan 

sertifikat, dan memiliki pengetahuan ISPS Code lebih dalam dapat memberikan 

pengetahuannya kepada setiap crew diatas kapal. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengadakan bimbingan dan pengawasan secara langsung dan rutin, serta 

diadakan pelatihan–pelatihan. Sehingga dapat terwujud penerapan ISPS Code 

secara maksimal, hal ini dapat diikuti dengan rasa disiplin dan bertanggung 

jawab dalam menjalankan peranannya dalam upaya penerapan ISPS Code 

diatas kapal. Dengan begitu maka akan tercipta rasa aman dan tercapainya 

kualitas dari kapal itu sendiri maupun perusahaan yang baik dan sesuai dengan 

persyaratan internasional. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Penerapan International Ship and Port Facility Security Code 

di MV. Sinar Papua Pada Saat Kapal Sandar 

1. Meningkatkan 

pemahaman dan 

pengetahuan kepada 

crew kapal akan 

pentingnya keamanan 

diatas kapal 

2. Meningkatkan 

profesionalisme crew 

dalam melaksanakan 

ISPS Code di atas 

kapal   

Dengan dilakukannya 

upaya tersebut 

diharapkan keamanan di 

atas kapal dapat 

meningkat dan berjalan 

sesuai prosedur. 

Terciptanya suatu sistem keamanan yang kondusif di MV. Sinar Papua  

1. Kurangnya 

kedisiplinan 

awak kapal 

terhadap 

keamanan 

kapal saat 

sandar 

2. Kurangnya 

pengawasan 

secara intensif 

terhadap akses 

keluar masuk 

kapal ketika 

sandar 

Terciptanya kesadaran awak kapal akan pentingnya kedisiplinan dan 

kepedulian terhadap keamanan di atas kapal 

Penerapan ISPS 

Code di MV. Sinar 

Papua untuk 

meningkatkan 

keamanan 

Penyebab dari masalah yang 

terjadi di MV. Sinar Papua 

berkaitan dengan penerapan 

ISPS Code di atas kapal. 

Upaya yang dilakukan 

agar ISPS Code dapat 

berjalan sesuai dengan 

Prosedur 

Penerapan ISPS Code di MV. 

Sinar Papua secara teori sudah 

sesuai dengan:  

1. International Ship and 

Port Facility Security 

Code 2003 Edition oleh 

IMO 

2. Guide To Maritime 

Security And The ISPS 

Code 2012 Edition oleh 

IMO 

3. STCW 95 oleh IMO 

Penerapan ISPS Code perlu 

ditingkatkan untuk menambah 

tingkat keamanan ketika kapal 

berlayar, berlabuh dan sandar. 
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2.3 Definisi Operasional  

2.3.1 Rancangan Keamanan Kapal (Ship Security Plan / SSP) 

Merupakan suatu rancangan yang dibuat untuk memastikan aplikasi tata 

cara di atas kapal yang dirancang untuk melindungi orang–orang di atas 

kapal, muatan, unit pengangkut muatan, gudang kapal atau kapal, dari 

resiko suatu ancaman keamanan. 

2.3.2 Penilaian Keamanan Kapal (Ship Security Assessment / SSA) 

Penilaian Keamanan merupakan suatu hal yang penting dan bagian 

integral dari proses pembuatan dan penyesuaian rencana keamanan 

kapal. Perwira keamanan perusahaan harus memastikan bahwa 

penilaian keamanan kapal dilaksanakan oleh orang dengan ketrampilan 

sesuai untuk mengevaluasi keamanan suatu kapal. 

2.3.3 Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security 

Assesment / PFSA) 

Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan merupakan suatu hal penting 

dan bagian integral dari proses pembuatan dan membaharui rencana 

keamanan fasilitas pelabuhan. Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan 

harus dilaksanakan oleh negara anggota dalam wilayah dimana fasilitas 

pelabuhan tersebut terletak.  

2.3.4 Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Plan 

/ PFSP) 

Merupakan suatu rancangan yang dibuat untuk memastikan aplikasi tata 

cara yang dirancang untuk melindungi kapal dan fasilitas pelabuhan, 
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orang–orang, muatan, unit pengangkut muatan, dan gudang kapal di 

dalam fasilitas pelabuhan dari suatu resiko ancaman keamanan.  

2.3.5 Petugas Keamanan Kapal (Ship Security Officer / SSO) 

Merupakan seseorang yang bertanggung jawab kepada Nahkoda di atas 

kapal, dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai petugas yang bertanggung 

jawab atas keamanan di atas kapal, mencakup implementasi, 

pemeliharaan rancangan keamanan kapal dan untuk koordinasi dengan 

petugas keamanan perusahaan serta petugas keamanan fasilitas 

pelabuhan.  

2.3.6 Petugas Keamanan Perusahaan (Company Security Officer / CSO) 

Merupakan seseorang yang telah ditunjuk oleh perusahaan untuk 

memastikan bahwa suatu penilaian keamanan kapal telah dilaksanakan; 

bahwa suatu rancangan keamanan kapal dikembangkan, disampaikan 

untuk persetujuan, dan sesudah itu diterapkan dan dipelihara, serta untuk 

koordinasi dengan para petugas keamanan fasilitas pelabuhan dan 

petugas keamanan kapal.  

2.3.7 Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Officer / 

PFSO) 

Merupakan seseorang yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab 

dalam pengembangan, implementasi, revisi dan pemeliharaan 

rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dan untuk koordinasi atau 

berkomunikasi dengan para petugas keamanan kapal dan para petugas 

keamanan pelabuhan. 
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2.3.8 Recognized Security Organization (RSO)  

Merupakan suatu badan hokum yang mempunyai tenaga ahli yang 

memiliki pengetahuan keamanan, manejemen resiko, intelijen dibidang 

kapal dana tau fasilitas pelabuhan 

2.3.9 Keamanan Tingkat Siaga 1 (Security Level 1) 

Merupakan suatu tingkat keamanan dimana tindakan pencegahan 

keamanan minimum yang harus dilaksanakan secara terus–menerus. 

2.3.10 Keamanan Tingkat Siaga 2 (Security Level 2) 

Merupakan suatu tingkatan dimana tindakan tambahan dari tingkatan 

keamanan minimum yang harus dilaksanakan pada waktu tertentu 

sebagai resiko meningkatnya suatu ancaman keamanan. 

2.3.11 Keamanan Tingkat Siaga 3 (Security Level 3) 

Merupakan tingkatan dimana tindakan pencegahan keamanan yang 

bersifat spesifik lebih lanjut yang dilaksanakan dalam waktu terbatas 

ketika suatu insiden keamanan segera terjadi atau mungkin, walaupun 

tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi target yang spesifik.  

2.3.12 Tramper (Pelayaran Tidak Tetap) 

Merupakan pelayaran yang tidak terikat oleh ketentuan formal apapun 

yang baik menyangkut wilayah operasi, trayek yang dijalani, tarif yang 

berlaku maupun persyaratan dan ketentuan perjanjian pengangkutan. 

Kapal-kapal perusahaan pelayaran tramper ini merupakan pelayaran liar 

tetapi pelayaran bebas yang mengikuti hukum pasar yang berlaku.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari pembahasan masalah mengenai penerapan ISPS Code di MV. Sinar 

Papua pada saat kapal sandar dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Penerapan ISPS Code di MV. Sinar Papua oleh setiap crew di atas kapal 

belum dapat berjalan maksimal, oleh sebab itu penerapan ISPS Code 

perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan keamanan di atas 

kapal baik ketika kapal berlayar, berlabuh, maupun sandar. Secara teori 

peraturan yang ada dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap crew, 

namun pemahaman secara teori saja tidak dapat dijadikan sebagai 

pedoman ketika ancaman keamanan terjadi diatas kapal. Kemampuan 

secara teori harus diimbangi dengan dilakukannya pelatihan agar crew 

kapal dapat terampil dalam melaksanakan setiap prosedur dalam ISPS 

Code ketika terjadi ancaman keamanan di atas kapal.  

5.1.2 Dari pembahasan masalah yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa penyebab dari masalah yang dihadapi berkaitan dengan ISPS 

Code di MV. Sinar Papua pada saat kapal sandar yaitu kurangnya 

pengetahuan dan kedisiplinan crew kapal dalam menerapkan ISPS Code 

secara optimal di atas kapal, serta kurangnya waktu drill terhadap 

ancaman keamanan di atas kapal. 

5.1.3 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan ISPS Code 

di MV. Sinar Papua yaitu: 
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5.1.3.1 Untuk meningkatkan kedisiplinan crew kapal dapat ditingkatkan 

dengan penambahan jumlah crew jaga ketika kapal sandar.  

5.1.3.2 Untuk meningkatkan pengetahuan crew secara efektif dan efisien 

yaitu dengan membuat tulisan yang ditempelkan di tempat yang 

mudah dilihat dan diingat oleh setiap crew di atas kapal.  

5.1.3.3 Untuk meningkatkan ketrampilan dalam menghadapi ancaman 

keamanan dilakukan pelatihan tentang segala bentuk ancaman 

yang mungkin terjadi di atas kapal. MV. Sinar Papua secara rutin. 

Upaya di atas perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, 

kedisiplinan dan ketrampilan crew dalam menghadapi setiap ancaman 

keamanan di atas kapal. Supaya keamanan di atas kapal dapat tercipta 

sesuai dengan prosedur dalam ISPS Code. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang ada, untuk mengatasi setiap masalah akan 

pemahaman dan kedisiplinan awak kapal sehubungan dengan penerapan ISPS 

Code di MV. Sinar Papua pada saat kapal sandar dengan upaya yang dapat 

ditindak lanjuti oleh pihak perusahaan dan nahkoda seperti perijinan 

penambahan personil jaga ketika kapal sandar, memberikan susunan prosedur 

keamanan diatas kapal yang dapat ditempelkan pada daerah mudah dilihat oleh 

awak kapal, serta pemberian waktu yang cukup untuk pelaksanaan drill di atas 

kapal. Untuk mendukung  pelaksanaan upaya pemecahan masalah ini, diberikan 

beberapa saran dan masukan berupa:  
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5.2.1 Perusahaan dapat memberikan supply buku-buku yang dapat dibaca dan 

dijadikan pedoman dalam penerapan ISPS Code di atas kapal. Sehingga 

setiap awak kapal dapat membaca buku tersebut sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan penerapan ISPS Code. Dengan adanya pedoman 

tentang penerapan ISPS Code dari perusahaan, SSO dapat mengetiknya 

dan ditempelkan di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh awak 

kapal. Karena bila di berikan dalam bentuk buku awak kapal akan 

cenderung tidak membaca pedoman tersebut. Sehingga penerapan ISPS 

Code di MV. Sinar Papua dapat lebih terarah dan sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

5.2.2 Nahkoda dapat memberikan ijin kepada SSO untuk memberikan 

personil jaga tambahan ketika kapal sandar, yang dapat diambil dari 

crew deck dan crew engine di atas kapal, supaya setiap crew jaga akan 

lebih terfokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar 

tidak sembarang orang dapat keluar masuk akses kapal, tanpa 

sepengetahuan crew jaga. Sehingga masalah lain yang berkaitan dengan 

penerapan ISPS Code juga dapat terhindarkan dan keamanan di MV. 

Sinar Papua dapat berjalan sesuai dengan prosedur. 

5.2.3 Untuk dapat memaksimalkan upaya yang ada nahkoda dapat  

berkoordinasi dengan SSO untuk melakukan : 

5.2.3.1. Nahkoda dapat memberikan perijinan untuk penambahan  

jumlah crew jaga pada saat kapal sandar.  
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5.2.3.2. Nahkoda dapat berkoordinasi dengan SSO untuk membuat 

prosedur secara singkat, padat dan jelas, sehingga dapat 

ditempelkan pada dinding kapal yang mudah dilihat oleh crew. 

5.2.3.3. SSO dapat berkoordinasi dengan Nahkoda dan perusahaan 

untuk memberikan waktu pelatihan yang cukup akan ancaman 

keamanan kapal, sehingga ketika terjadi insiden ancaman 

keamanan setiap crew dapat bertindak secara tepat dan sesuai 

dengan prosedur yang ada.  

Dengan saran-saran ini diharapkan pelaksanaan ISPS Code di atas kapal 

lebih meningkat, sehingga ancaman keamanan yang mungkin terjadi dapat 

terhindarkan. Oleh sebab itu peningkatan pemahaman dan kedisiplinan awak 

kapal sangat berpengaruh akan peningkatan keamanan di atas kapal.
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Lampiran 3 

International Ship Security Sertificate 

 



 

 

98 
 

Lampiran 4 

Bagian Ship Security Plan 
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Lampiran 5 

Visitor Log Book 
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Lampiran 6 

Ship Security Log Book 
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Lampiran 7 

Skenario Security Drill (Stowaway) 
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Lampiran 8 

Security Level di atas kapal 
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Lampiran 9 

Hasil Wawancara Narasumber I 

 

Waktu  : Maret 2019 – Agustus 2019 

Tempat : MV. Sinar Papua  

Narasumber I : Herry M. Manoy (A) 

Jabatan : Nahkoda  

Peneliti  : (B)  

B : Apakah kapten memahami setiap prosedur keamanan yang terdapat dalam 

ISPS Code ? 

A : “Saya memahami setiap aturan yang ada dalam ISPS Code. Aturan yang 

berada di dalam ISPS Code memang harus dipahami dan dimengerti, hal ini 

bertujuan agar ketika terjadi ancaman keamanan di atas kapal setiap crew dapat 

bertindak sesuai dengan aturan dalam ISPS Code.” 

B : Apakah selama  kapten on board di MV. Sinar Papua, kapal pernah mengalami 

insiden / ancaman keamanan kapal ? 

A : “Selama saya on board di MV. Sinar Papua, saya belum pernah menjumpai 

insiden ancaman keamanan yang merugikan kapal, sehingga insiden seperti 

pembajakan, penumpang gelap, ancaman bom dan lain sebagainya oleh sebab 

itu saya merasa prosedur keamanan sudah berjalan. Namun saya 

menyayangkan jika pelatihan di atas kapal kurang terlaksana dengan baik. Dan 

mungkin apabila nanti terjadi insiden ancaman keamanan setiap crew belum 

dapat melaksanakan prosedur keamanan dengan baik, dan lebih merasa panic 

dalam menghadapi situasi tersebut.” 

B : Menurut kapten, Apa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan 

keamanan di MV. Sinar Papua ? 

A : “Menurut saya, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan di 

atas kapal yaitu dengan memberi ketegasan akan segala prosedur keamanan 
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yang sudah ditetapkan oleh ISPS Code. Dalam hal ini SSOharus memberikan 

pemahaman dan pelatihan kepada seluruh crew kapal akan pentingnya 

keamanan di atas kapal, dan prosedur yang harus dilakukan ketika adanya 

ancaman keamanan di atas kapal. Oleh sesab itu SSO harus dapat mencari 

waktu yang tepat untuk dapat melaksanakan pelatihan atau drill tentang 

ancaman keamanan di atas kapal, dengan skenario yang sudah ditentukan. 
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Lampiran 10 

Hasil Wawancara Narasumber II 

 

Waktu  : Maret 2019 – Agustus 2019 

Tempat : MV. Sinar Papua  

Narasumber II : Nur Choiri (A) 

Jabatan : Mualim I 

Peneliti  : (B) 

B : Apakah Chief memahami setiap prosedur keamanan yang terdapat dalam ISPS 

Code ? 

A : “Saya sangat memahami aturan yang tertulis dalam ISPS Code. Aturan yang 

dituangkan dalam ISPS Code sangat penting untuk setiap crew di atas kapal. 

Hal ini harus di terapkan kepada setiap crew di atas kapal agar ketika terjadi 

ancaman keamanan, maka setiap crew dapat bertindak sesuai dengan prosedur 

dalam ISPS Code. Sehingga apabila terjadi ancaman keamanan maka dapat 

diatasi sesuai dengan aturan dalam ISPS Code.” 

B : Apakah selama  Chief on board di MV. Sinar Papua, kapal pernah mengalami 

insiden / ancaman keamanan kapal ? 

A : “Selama saya on board di MV. Sinar Papua, kapal belum pernah mengalami 

insiden ancaman keamanan yang dapat membahayakan crew di atas kapal. Saya 

sangat bersyukur karena hal ini belum pernah terjadi, dan jangan sampai terjadi 

karena saya yakin masih banyak crew yang belum memahami setiap tindakan 

yang seharusnya dilakukan ketika terjadi insiden ancaman keamanan. Saya 

sadari bahwa drill tentang ancaman keamanan di atas kapal memang jarang 

dilakukan karena terkendalaoleh waktu pelayaran yang cukup sempit. Dan 

apabila terjadi insiden tersebut dapat dipastikan bahwa yang terjadi di atas kapal 

hanya rasa panik dan bertindak sesuai keinginan sendiri.” 
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B : Menurut Chief , Apa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan 

keamanan di MV. Sinar Papua ? 

A : “ Menurut saya, upaya yang harus dilakukan yaitu dengan meningkatkan 

pelatihan terhadap crew di atas kapal akan prosedur keamanan di atas kapal 

dalam menghadapi setiap ancaman yang dapat terjadi di atas kapal. Namun 

tidak hanya itu, saya sebagai perwira keamanan di atas kapal juga akan 

memberikan pemahaman dan meningkatkan kedisiplinan crew di atas kapal 

akan pentingnya keamanan di atas kapal. Karena menurut saya hal ini dapat 

berjalan dengan baik apabila setiap crew di atas kapal sadar akan pentingnya 

keamanan, dan mengerti akan segala prosedur keamanan dalam menghadapi 

setiap ancaman keamanan kapal yang dapat terjadi kapanpun.” 
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Lampiran 11 

Hasil Wawancara Narasumber III 

 

Waktu   : Maret 2019 – Agustus 2019 

Tempat  : MV. Sinar Papua  

Narasumber III : Sofyan Prasetia (A) 

Jabatan  : Mualim III (Selaku Perwira Jaga) 

Peneliti   : (B) 

B : Apakah Third memahami setiap prosedur keamanan yang terdapat dalam ISPS 

Code ? 

A : “Saya memahami prosedur keamanan yang terdapat di dalam ISPS Code. 

ISPS Code sangat penting bagi setiap kapal, baik ketika kapal sandar maupun 

ketika kapal berlayar. Sehingga aturan ini harus diterapkan untuk meningkatkan 

keamanan di atas kapal, agar dapat mencegah segala ancaman keamanan yang 

dapat terjadi.” 

B : Apakah selama  Third on board di MV. Sinar Papua, kapal pernah mengalami 

insiden / ancaman keamanan kapal ? 

A : “Selama saya on board di MV. Sinar Papua, kapal belum pernah mengalami 

insiden ancaman keamanan kapal, hal ini dapat dimungkinkan karena kapal 

berlayar didaerah yang cukup aman untuk pelayaran. Dan saya sangat 

bersyukur karena insiden ancaman keamanan kapal belum pernah terjadi di 

MV. Sinar Papua, hal ini patut di syukuri karena menurut saya apabila terjadi 

insiden ancaman kemanan di atas kapal maka crew akan lebih merasa panik 

dalam mengatasi insiden tersebut. Saya menyadari bahwa di atas kapal drill 

jarang di lakukan, karena waktu pelaksanaan yang sangat kurang. Saya rasa 

waktu kapal lebih banyak untuk melakukan bongkar muat dan berlayar, waktu 

berlayar yang tidak lama pun membuat kapal ketika sampai di pelabuhan tujuan 
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langsung sandar. Sehingga kapal tidak memiliki waktu untuk melakukan drill 

atau pelatihan akan ancaman keamanan kapal yang dapat terjadi kapanpun.” 

B : Menurut Third, Apa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan 

keamanan di MV. Sinar Papua ?  

A : “Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan 

kedisiplinan crew kapal akan pentingnya keamanan kapal. hal ini dapat 

ditingkatkan dengan diadakannya pelatihan dan pengarahan, maka diyakinkan 

bahwa setiap crew di atas kapal dapat memahami dan dapat melaksanakan 

setiap prosedur keamanan sesuai dengan ISPS Code yang telah ditetapkan. 

Menurut saya hal ini yang akan membuat keamanan di atas kapal dapat berjalan 

dengan baik.” 
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Lampiran 12 

Hasil Wawancara Narasumber IV 

 

Waktu   : Maret 2019 – Agustus 2019 

Tempat  : MV. Sinar Papua  

Narasumber IV : Dede Hamdan (A) 

Jabatan  : Able Body III  

Peneliti   : (B) 

B : Apakah bapak memahami setiap prosedur keamanan yang terdapat dalam 

ISPS Code ? 

A : “Saya memahami aturan dalam ISPS Code. Namun hal ini tidak diimbangi 

dengan diadakannnya pelatihan yang rutin, sehingga masih ada diantara kami 

masih banyak yang belum memahami setiap kegiatan yang harus dilakukan 

ketika terjadi ancaman keamanan di atas kapal. Hal ini memang terjadi karena 

kurangnya waktu kapal untuk melaksanakan drill sangat kurang. Kurangnya 

pelaksanaan drill ini dikarenakan waktu kapal sandar dan berlabuh sangat 

sempit, sehingga drill jarang dilaksanakan.” 

B : Apakah selama  bapak on board di MV. Sinar Papua, kapal pernah mengalami 

insiden / ancaman keamanan kapal ? 

A : “Selama saya on board di MV. Sinar Papua, saya belum pernah mendapati 

insiden ancaman keamanan di atas kapal. Meskipun begitu saya sangat 

menyayangkan hal ini karena seharusnya bagaimanapun keadaan di kapal tetap 

drill harus di laksanakan untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan yang 

mungkin terjadi. Sehingga apabila insiden ancaman keamanan terjadi maka 

crew dapat menjalankan setiap tindakan sesuai dengan aturan dalam ISPS 

Code.” 
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B : Menurut bapak, Apa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan 

keamanan di MV. Sinar Papua ? 

A : “Upaya yang dapat dilakaukan untuk meningkatkan kemanan di MV. Sinar 

Papua menurut saya dengan meningkatkan rasa disiplin crew di atas kapal akan 

pentingnya keamanan di atas kapal. Dimana rasa disiplin ini dapat ditumbuhkan 

dengan cara melaksanakan pelatuhan yang cukup untuk setiap bentuk ancaman 

keamanan di atas kapal. Sehingga setiap crew di atas kapal tidak hanya 

memahami prosedur yang ada melainkan juga dapat menjalankan setiap 

prosedur yang telah ditetapkan sehingga keamanan di atas kapal dapat terwujud 

sesuai prosedur keamanan yang telah di tetapkan dalam ISPS Code.” 
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Lampiran 13 

Lembar Usulan Judul Skripsi  
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Lampiran 14  

Hasil Cek Plagiasi 
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